LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG /JASA PEMERINTAH

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2026
TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : bahwa untuk memberikan apresiasi dan motivasi kepada Pegawai
Negeri Sipil di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah dalam melaksanakan tugas pekerjaan
berlandaskan nilai dasar Aparatur Sipil Negara yang berorientasi
pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan
kolaboratif serta berkinerja tinggi, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri
Sipil di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah;

https://jdih.lkpp.go.id



Mengingat

Menetapkan

1.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang
Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

.Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);

.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN

BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH.
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KESATU

KEDUA

KETIGA

: Menetapkan Tata Cara Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai

Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.

: Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU

terdiri atas:
1. Satyalancana, yang terdiri dari:
a. Satyalancana Karya Satya; dan

b. Satyalancana Wira Karya.

2. Anugerah PNS, yang terdiri dari:
a. PNS Inovatif;
b. PNS Berprestasi; dan
c. PNS Inspiratif.

Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam diktum

KESATU bertujuan untuk:

1. memberikan apresiasi kepada PNS LKPP yang telah
melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan nilai dasar
Aparatur Sipil Negara, berkinerja tinggi serta memiliki inovasi
yang berdampak positif bagi pemangku kepentingan;

2. meningkatkan motivasi PNS LKPP dalam melaksanakan
pekerjaan yang memberikan dampak positif bagi organisasi;

3. meningkatkan prestasi kerja PNS LKPP;

4. menciptakan rasa keadilan bagi PNS LKPP yang berprestasi

dan berkinerja tinggi; dan

5. mendukung pengembangan dan pembinaan karier PNS LKPP.
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KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor
197 tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Bagi
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA

Pada tanggal 12 Maret 2026
KEPALA

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

SARAH SADIQA
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